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ABSTRAK 

Korea Utara merupakan negara di Kawasan Asia Timur. Dengan Ideologi 

Komunis yang kuat serta senjata nuklirnya, Korea Utara menjelma menjadi 

negara yang cukup kuat dengan berbagai penelitian tentang nuklirnya. Hal 

tersebut mendorong Badan atom dunia IAEA (International Atomic Energy 

Agency) untuk mengawasi Korea Utara yang telah melakukan berbagai aktivitas 

terhadap pengembangan nuklirnya. Dalam traktat perjanjian nuklir (NPT), hanya 

5 negara yang diperbolehkan untuk memilikinya yakni, Amerika Serikat, Inggris, 

Perancis, Rusia dan Tiongkok. Hal tersebut juga bertentangan dalam Piagam PBB 

dalam hal menjaga perdamaian. Melalui DK PBB, akhirnya mengambil langkah 

dengan memberikan sanksi berupa resolusi kepada Korea Utara secara mengikat 

untuk meredam segala aktivitas yang berkaitan dengan nuklir. Dengan adanya 

permasalahan tersebut maka penulis akan membahas mengenai pandangan hukum 

interrnasional dan hukum islam dalam permasalahan mengenai senjata nuklir di 

Korea Utara.   

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena fokus kajian dalam 

penelitian ini adalah Bab VII Piagam PBB tentang Tindakan Yang Berhubungan 

Dengan Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, dan Tindakan Agresi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data dilakukan 

secara literer. 

Dalam penelitian ini menemukan bahwa, tindakan DK PBB dalam 

menangani nuklir Korea Utara mengacu dalam Bab VII sesuai dan berlandaskan 

hukum yakni pada Pasal 39 dan Pasal 41 di mana lewat masukan dari IAEA 

terkait peluncuran nuklir Korea Utara kemudian ditindaklanjuti dengan 

memberikan sanksi berupa resolusi. Jika melihat ujicoba nuklir yang dilakukan 

oleh Korea Utara hanya sebatas untuk menjamin keamanan dan kedaulatan 

nasionalnya. Hal ini sesuai dalam pasal 51, hak untuk membela diri terhadap 

ancaman dari negara lain dibenarkan dalam hukum internasional. Namun, dari 

segi aspek pengambilan keputusannya tidak memenuhi adanya unsur keadilan, 

contohnya dalam kasus Irak di mana DK PBB melarang Amerika Serikat untuk 

menyerang, tetapi Amerika Serikat tetap menyerang dan tidak dikenai sanksi. 

Masalah nuklir Korea Utara juga merupakan sebuah inisiasi dari Amerika Serikat 

melalui forum DK PBB dengan memberikan veto sehingga Korea Utara dijatuhi 

sanksi. Tentunya hal ini dipertanyakan terkait transparansi serta keadilan dalam 

pengambilan keputusan. Selanjutnya, DK PBB melakukan intervensi perdamaian, 

melalui peacemaking, namun belum dapat terlaksana karena masih mengalami 

deadlock. Kemudian melalui peacekeeping adanya upaya rekonsiliasi melalui Six 

Party Talks. Selanjutnya, dari segi peacebuilding, sangat sulit dicapai karena 

situasi yang tidak kooperatif. Dari segi fatwa mengenai nuklir, penggunaan 

senjata nuklir sangat diharamkan dan dilarang secara agama berdasarkan hukum 

Islam.  

 

Kata Kunci: United Nations, DK PBB, Korea Utara, Resolusi Konflik, Fatwa 

Nuklir  
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Abstract 

North Korea is a country located on East Asia. With is strong Comunism 

Ideology and nuclear weapons, North Korea became a nation with manystrong 

nuclear researchs.. This later motivates IAEA (International Atomic Energi 

Agency) to supervise North Korea which made a lot of activities related to its 

nuclear development. According to NPT (Non Poliferation Treaty), only five 

states that have lincense to own nuclear weapon, which are USA, The Great 

Britain, Russia, France, and China. This activity is against UN Charter for world 

place. Through Security Chouncil, UN takes an action by giving penalty in form 

of resolution for North Korea as an effort to decrease every kind of activity related 

to nuclear. As that problem appeared, the writer will investigate about the view of 

International law and Islamic law in the problem of nuclear weapon in North 

Korea. 

This study is a library research with juridicial-dogmatic approach, for the 

focus of this study is Chapter VII of UN Charter about Action with Respect to 

Threats to the Peace, Breaches ot the Peace, an Act of Aggresion. This study is a 

descriptive analytic study and data will be collected with literary technique. 

This research found out that the action taken by The Security Council of 

UN in handling North Korea’s nuclear, as reffered on Chapter VII is acceptable 

and based on the international law, which are Article 39 and 41; where through 

the advice from IAEA related to North North Korea’s nuclear weapon trials is 

punished with resolution. If the nuclear weapon trials done by North Korea only 

for protecting the tranquility and the sovereignty of the nation, this action is legit 

in Article 51 of international law which explains about the right to protect 

themself from other states’ threats. On other hand, based on the decision making 

this decisions is found unfair. For instance, on Iraq’s case while US are prohibited 

by UN to attack Palestine, USA doesn’t obey the command and sent the attack 

regardless and yet, there is no penalty from UN for USA. Furthermore, North 

Korea’s nuclear case could be addressed as an initiation from USA through UN 

with giving a veto thus North Korea will get a penalty. Definitely, UN’s 

transparency and justice will be questioned with this decision. The Security 

Council of UN brings about the peaceful intervention through peacemaking, but 

couldn’t be done becaause of deadlock. Furthemore, there is a peacekeeping effort 

through reconciliation in Six Party Talks. From peacebuilding sid, the intervention 

is difficult to reach because of the uncooperative situation. In Islamic law itself, 

the use of nuclear weapons is extremely forbidden and prohibited.  

Keywords: United Nations, United Nations Security Council, North Korea, 

Conflict Resolution, Nuclear Fatwa 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan 0543b/U/1987 

Tertanggal 10 September 1987 

 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba>’ B Be ب

 ta>’ T Te ت

 sa> Ś es (dengan titik di atas) ث

 Ji>m J Je ج

 ha>’ H{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>’ Kh ka dan ha خ

 da>l D De د

 za>l Ż Set (dengan titik di atas) ذ

 ra>’ R Er ر

 zai Z Zet ز

 si>n S Es س

 syi>n Sy Es dan ye ش

 sa>d S{ es (dengan titik di bawah) ص

 da>d D{ de (dengan titik di bawah) ض

 ta>’ T{ te (dengan titik di bawah) ط

 za>’ Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 - gain G غ

 - fa>’ F ف

 - qa>f Q ق

 - ka>f K ك

 - la>m L ل
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 - mi>m M م

 - nu>n N ن

 - wa>wu W و

 - ha> H ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 - ya>’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis Ahmadiyyah  احَْمَدِيَّة

C. Ta>’ Marbu>tah di Akhir Kata 

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jama>’ah  جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

 ’<ditulis karama>tul-auliya كَرَامَةُ الْْوَْليَِآء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, nasing-masing 

dengan tanda (-) hubung di atasnya 

F. Vokal-Vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya>’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis Bainakum بَيْنَكُم

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul قَوْل
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G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan 

Apostrof (ʻ) 

مْ أأَنَْتُ   ditulis A’antum 

 ditulis Mu’annaś مُؤَنَّث

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

آنالْقرُْ   ditulis Al-Qur’a>n 

 ditulis Al-Qiya>s الْقِيَاس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

مَاءاسََّ     ditulis As-sama>’ 

 ditulis Asy-syams  الَشَّمْس

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD 

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

رُضذَوِى الْفُ   ditulis Żawi al-furu>d 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 ditulis ahl as-Sunnah  اهَْلُ السُنَّة

خُ الِْْسْلََمشَيْ    ditulis Syaikh al-Isla>m atau Syaikhul-Isla>m  
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MOTTO 

 

Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, hal itu 

hanya dapat diraih dengan pengertian  

 (Albert Einstein) 

 

Mereka yang membuat revolusi perdamaian  
tidak mungkin akan membuat revolusi  

kekerasan yang tidak terelakan 

(John F. Kennedy) 

 

“ Hidup ini bagaikan air mengalir, maka janganlah kau sia-

siakan hidupmu karena perjalananmu menggapai impian masih 

sangatlah panjang” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keamanan merupakan cita-cita dari setiap negara di dunia. Perbedaan 

kepentingan suatu negara kadangkala akan menciptakan suatu sengketa antar 

negara, sengketa antar negara ini berpeluang merusak perdamaian. Untuk 

menjaga keamanan dan perdamaian maka dibentuklah sebuah organisasi 

internasional yang sifatnya permanen, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB). Tujuan utama dari PBB adalah untuk melindungi umat manusia dari 

bahaya ancaman perang, dan piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan 

secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan 

Internasional.
1
 Pada umumnya, dalam melangsungkan hidup manusia 

memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bekerja 

sama, berdampingan, dan hidup dengan damai. Namun, kadang terjadi 

benturan kepentingan dalam mencapai tujuannya. Demikian pula halnya 

dengan negara yang ingin bekerja sama dengan negara lain, adakalanya, 

benturan kepentingan pun tidak dapat dihindari, oleh sebab itu dibentuk PBB. 

Semangat Korea Utara dalam mengembangkan nuklir adalah untuk 

mempertahankan rezim.
2
 Sebagai rezim yang berupaya untuk bertahan dalam 

tekanan dunia Internasional, setelah perang Korea berakhir tidak lantas 

memberikan jaminan aman dan damai pada dua negara melainkan hanya 

sebatas menyepakati perjanjian gencatan senjata.  

                                                           
 

1
 Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional, (Jakarta: UI-Press, 1987), hlm. 8. 

 2
 Scott D. Sagan, Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A 

Bomb, (International Security, Vol. 21, No. 3 Winter, 1996-1997), hlm. 497. 
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Kepemilikan program nuklir yang dilakukan negara-negara lain 

ternyata mendorong Korea Utara untuk mengembangkan juga program 

modern tersebut. Pembangunan program nuklir Korea Utara diawali selama 

kurun waktu enam tahun dari 1959-1965. Pada periode ini, bantuan Uni 

Soviet sangat membantu dalam pembentukan fasilitas nuklir Yongbyon, 

karena Uni Soviet membantu secara langsung dalam pembentukan dan 

pengawasan terhadap fasilitas nuklir tersebut.
3
  

Kemajuan perkembangan teknologi nuklir yang dimiliki Korea Utara 

mulai tampak setelah Korea Utara berhasil melakukan penyulingan, konversi, 

dan memproduksi reaktor nuklirnya secara mandiri pada tahun 1970
4
. Uji 

coba peluncuran nuklir Korea Utara mengundang berbagai kritik negara lain, 

khususnya negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan 

Cina karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Timur 

yang dapat berujung pada peperangan.   

Uji coba yang dilakukan dalam bulan Mei 1993, Korea Utara 

melakukan uji coba penembakan rudal Rodong-1, dengan perkiraan jarak 

tembak hingga 1000 km, ke arah laut Jepang. Disusul peluncuran rudal 

balistik melewati wilayah udara Jepang yang dinyatakan sebagai peluncuran 

satelit pada Agustus 1998, kemudian Oktober 2004, Juli 2006 dengan roket 

berjenis Nodong-2 scud B dan Taepodong II dan kemudian belum lama ini 

adalah uji coba nuklir pada 25 Mei 2009 yang dilakukan Korea Utara, 

                                                           
 

3
 Larry A Niksch, North Korea’s Nuclear Weapon Program, (CRS Issue Brief of 

Congress, 2006), hlm. 6. 

 
4
 Daniel A Pinkston, The North Korean Ballistic Program, (Washington: Strategic 

Studies Institute, 2008), hlm. 47. 
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kecaman dari dunia Internasional yang ditujukan pada Korea Utara atas uji 

coba nuklirnya terus berdatangan hingga lahirlah resolusi-resolusi DK-PBB. 

Resolusi 1695 Dewan Keamanan PBB menetapkan sanksi-sanksi yang 

mengharuskan semua negara mencegah pengiriman barang-barang yang 

berkaitan dengan rudal ke atau dari Korea Utara.
5
 

Pada 9 Oktober 2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah 

tanah hingga akhirnya kembali ditetapkan Resolusi untuk Korea Utara, yaitu 

Resolusi 1718 yang disahkan pada 14 Oktober 2006 yang berisi tentang 

larangan bagi Korea Utara melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan 

dengan program nuklir dan pengembangan senjata pemusnah massal 

termasuk pengiriman senjata dari dan ke Korea Utara. Pada bulan Juli 2007 

Korea Utara mulai menutup fasilitas nuklirnya di Yeongbyeon hingga 

meyakinkan AS untuk mencabut Korea Utara dari daftar negara-negara 

pendukung teroris. Namun hal tersebut juga tidak berlangsung lama karena 

pada bulan April 2009 Korea Utara kembali meluncurkan roket jarak jauhnya. 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) memutuskan 

untuk menambah dan menegaskan sanksi atas Korea Utara setelah negara itu 

melakukan uji nuklir kedua. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara 

anonim dengan hasil suara bulat, Jumat 12 Juni 2009.
6
 

Di tengah desakan Internasional untuk melakukan pengembangan 

nuklir, Korea Utara masih terus melakukan pengembangan dan percobaan 

                                                           
 

5
 Nuklir Sebagai Alat Diplomasi ( Diplomasi Koersif Korea Utara Dalam Politik 

Internasional ) http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260, Diakses pada tanggal 9 November 2017. 

 
6
  http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-

dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_Korea Utara. akses 9 November 2017. 

http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260
http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_korut
http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_korut
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nuklir. Korea Utara memberi indikasi bahwa nuklirnya tidak sekadar 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-senjata seperti energi, melainkan 

juga untuk senjata. Apa yang perlu diketahui dalam hal ini adalah rasionalitas 

Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya. Rasionalitas itu yang akan 

membawa pemahaman tentang faktor-faktor yang menjadi alasan Korea 

Utara tetap bertahan dengan kebijakannya. Faktor dalam rasionalitas 

pengembangan nuklir Korea Utara adalah model kepemimpinan yang ada. 

Dengan kediktatoran seorang pemimpin, proses pengambilan keputusan 

dilakukan secara individual.
7
 

Pengembangan nuklir dimulai dengan membangunan kompleks 

fasilitas nuklir di Yongbyon atas inisiasi Kim Il Sung. Kelanjutannya semakin 

meningkat hingga sekarang nuklir Korea Utara juga digunakan sebagai basis 

persenjataan. Di masa pemerintahan Kim Jong Il, ancaman nuklir Korea 

Utara dinilai IAEA meningkat sehingga AS memutuskan untuk merespon 

melalui militernya.
8
 Akan tetapi, itu tidak menghentikan langkah Korea Utara 

untuk terus melanjutkan proyek nuklirnya. Desakan proliferasi IAEA dan 

ancaman sanksi dari Dewan Keamanan PBB tidak membuat Korea Utara 

gentar. Setelah suksesi kepresidenan dari Kim Jong Il menuju Kim Jong Un, 

Korea Utara semakin berani menunjukkan kekuatan nuklirnya. Pada Februari 

                                                           
 

7
 Ki Tae Park, Analyzing North Korea’s Decision Making Process on its Nuclear 

Weapons Programs With Rational Choice and Cognitive Models. Disertasi (Santa Monica: Pardee 

Rand Graduate School, 2010), hlm. 64.  

 
8
 PBS, 2014. Kim’s Nuclear Gamble dalam 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kim/etc/cron.html di akses 9 November 2017. 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kim/etc/cron.html
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2013, Korea Utara telah melakukan percobaan nuklir yang ketiga.
9
 Pamer 

kekuatan nuklir seperti itu bisa dikatakan sebagai ambisi pemimpin Korea 

Utara untuk menunjukkan kekuatannya sebagai supreme leader.
10

  

Pengembangan teknologi nuklir Korea Utara merupakan salah satu 

langkah dalam memperkuat militernya menjadi sebab utama mengapa 

kemudian Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan teknologi nuklir. 

Beberapa skenario yang melatar belakangi pengembangan teknologi senjata 

nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Pertama, Pyongyang sedang gencar 

melakukan usaha untuk menjalin komunikasi dengan Korea Selatan yang 

selama ini saling bermusuhan, kedua adalah Korea Utara ingin mendapat 

perhatian dari pihak AS. Ketiga, pemerintahan Korea Utara bermaksud untuk 

memperkuat legitimasi politik Kim Jong Un, selaku suksesor dari Kim Jong 

Il. Keempat, Pyongyang bermaksud mengembangkan gudang senjata nuklir 

untuk digunakan melawan Korea Selatan, Jepang atau bahkan AS.
11

   

Perkembangan hukum Internasional yang dinamis sebagai instrumen 

hukum yang memiliki unsur pengawasan dan memiliki rancangan serta 

arahan kehidupan masyarakat Internasional banyak yang juga dikembangkan 

oleh organisasi-organisasi Internasional. Sebagai contoh, perkembangan 

hukum Internasional yang dikembangkan oleh alat perlengkapan atau organ 

utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedangkan eksistensi hukum 

                                                           
 

9
 Sung Ha Joo, 2013. What's Kim Jong Un's intention with the nuclear test?  

dalam http://edition.cnn.com/2013/02/15/opinion/north-korea-intention/ di akses 9 November 

2017. 

 
10

 Michael J. Seth, A History of Korea: From Antiquity to Present, (Lanham: Rowman 

and Littlefield Publisher Inc, 2011), hlm. 43. 
 11 Er-Win Tan, The US Versus the North Korean Nuclear Threat (Abingdon, Oxon: Routledge, 

2013), hlm 78. 

http://edition.cnn.com/2013/02/15/opinion/north-korea-intention/
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Internasional sebagai alat untuk berbagai macam kepentingan bersama di 

dunia di dasarkan pada realitas dari suatu hubungan antara satu subyek 

hukum Internasional dengan subyek hukum Internasional yang lain. 

Hubungan yang terjalin antar subyek-subyek hukum Internasional itu tentu 

tidak lepas dari berbagai macam kepentingan yang saling berkaitan. Terlebih 

di era global saat ini terlihat bahwa tidak ada lagi sebuah batasan-batasan 

kedaulatan secara fisik (borderless) yang tidak bersinggungan, semuanya 

berkaitan dengan kedaulatan.
12

 Artinya banyak permasalahan-permasalahan 

Internasional yang dihadapi oleh subyek-subyek hukum Internasional yang 

saling bersinggungan dengan kedaulatan satu sama lain.  

Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. 

Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui sesuatu 

kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan kata 

lain, negara mempunyai monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi 

masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang 

perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun 

demikian, kekuasaan tertinggi mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku 

kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah di negara itu, artinya suatu 

negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.
13

  

Dalam BAB I Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan 

mengenai Tujuan dan Prinsip-prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  

                                                           
 

12
 Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai 

Negara Berkembang, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 25.  

 
13

 Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: PT. Alumni, 

2003), hlm. 17. 
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“ To maintain International peace and security, and to that end: to take 

effective collective measures for the prevention and removal of threats to 

the peace, and for the suppression of acts of aggression or other 

breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in 

conformity with the principles of justice and international law, 

adjustment or settlement of international disputes or situations which 

might lead to a breach of the peace.”
14

  

Pasal diatas menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari DK PBB adalah 

memelihara dan menjaga perdamaian Internasional. Menurut Piagam PBB, 

organ yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemeliharaan dan menjaga 

perdamaian adalah Dewan Keamanan PBB. Artinya Dewan Keamanan 

dijadikan suatu organ eksekutif yang memiliki wewenang secara sah menurut 

menurut hukum Internasional untuk memutuskan perkara-perkara 

pemeliharaan dan perdamaian dunia.  

Organisasi internasional seperti PBB, melalui Dewan Keamanan 

sebagai salah satu badan utamanya yang dapat menjatuhkan sanksi militer 

kepada suatu negara baik anggotanya maupun bukan dalam hal negara 

tersebut mengancam dan melanggar perdamaian atau melakukan agresi 

terhadap negara lain (action with respect to threats to peace, breaches of the 

peace, and acts of aggression)
15

, sedangkan negara-negara anggotanya hanya 

dapat melakukan kekerasan dalam hal hak mereka untuk membela diri (right 

of self defence).
16

 Artinya selain Mahkamah Internasional sebagai salah satu 

organ PBB yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan 

permasalahan sengketa internasional, juga terdapat organ PBB yang lainnya 

                                                           
 

14
 Pasal 1 Ayat (1) Piagam PBB.  

 
15

 Lihat Bab VII, Pasal 42 Piagam PBB. 

 
16

 Lihat Pasal 51 Piagam PBB.  
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yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pada suatu perkara yang 

dapat mengancam perdamaian dunia.  

DK PBB mempunyai mandat dalam menjaga keamanan internasional, 

dalam pelaksanaannya PBB merespon suatu permasalahan secara berbeda-

beda. Tentunya, DK PBB tetap mengedepankan keamanan bersama dalam 

dalam menanggapi persoalan peluncuran nuklir Korea Utara. PBB dengan 

adanya upaya untuk menegakkan HAM akibat dari ujicoba peluncuran nuklir 

yang mengancam stabilitas keamanan kawasan, maka intervensi ke dalam 

permasalahan internal sebuah negara bisa dibenarkan apabila negara tersebut 

telah melanggar HAM (dalam hal ini ujicoba peluncuran nuklir) di kawasan 

semenanjung korea, karena akan mengancam warga antar lintas negara 

(human security).
17

 Hal tersebut mendorong negara lain untuk menggunakan 

militernya, kondisi seperti ini yang mendorong terciptanya peacekeeping 

operations di PBB. Dalam pengertiannya, operasi yang melibatkan personel 

militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, dibawahi oleh PBB untuk 

membantu menjaga dan memulihkan perdamaian dan keamanan 

internasional. Didalam pelaksanaannya memang operasi perdamaian 

menggunakan personel militer, tetapi mereka mencapai tujuan-tujuannya 

tanpa menggunakan kekuatan senjata yang berbeda dari pengertian 

enforcement PBB yang terdapat di pasal 42.
18

 

                                                           
 

17
 Francis Fukuyama, Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, 

(Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2005), hlm. 125-126.  

 
18

 The Blue Helmets: a review of United Nations peacekeeping, United Nations Dept of 

Public Information, (New York: United Nations, 1990), hlm. 7-8.  
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Operasi humaniter atau yang kemudian disebut sebagai operasi 

pemeliharaan perdamaian (peace-keeping operations) merupakan sebuah 

konsep penegakan perdamaian internasional yang berkembang dari sistem 

keamanan bersama (collective security) yang awalnya dicetuskan dalam 

pidato Presiden AS Woodrow Wilson yang kemudian diimplementasikan 

dalam LBB dan PBB. Namun karena kegagalan sistem keamanan kolektif 

(collective security) yang lebih disebabkan tidak adanya kesepakatan antara 

negara-negara besar di DK PBB,
19

 membuat PBB pun harus menemukan cara 

lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia internasional, yang 

pada akhirnya tercetuslah ide pembentukan operasi pemeliharaan perdamaian. 

Operasi pemeliharaan perdamaian sendiri lahir secara improvisasi dalam 

menghadapi krisis yang disebabkan interaksi militer dari dua anggota Dewan 

Keamanan di Terusan Suez dan keadaan luar biasa yang mengelilingi 

peristiwa tersebut. Ia dicetuskan oleh Sekretaris Jenderal PBB saat itu, yakni 

Dag Hammarskjold untuk dipakai dalam segala macam kegiatan operasional 

PBB untuk perdamaian dengan sistem yang selalu berkembang sesuai 

perkembangan keadaan dan yang secara praktis menggantikan sistem 

keamanan bersama piagam.
20 Jadi operasi pemeliharaan perdamaian ini tidak 

memerlukan persetujuan DK PBB, tapi hanya dengan persetujuan negara 

                                                           
 

19
 Sistem keamanan kolektif harus menerapkan perumusan kesepakatan-kesepakatan 

khusus seperti yang tercantum dalam pasal 43 piagam PBB, yang harus menentukan cara dan 

modalitas pengadaan pasukanpasukan bersenjata dari negara-negara anggota untuk Dewan 

Keamanan bagi pelaksanaan tugasnya. Lihat DR. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, 

Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 

2005), hlm. 585. 

 
20

 Ibid., hlm. 599. 
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yang tengah mengalami konflik, baik dengan negara lain maupun dalam 

konflik internal negara di negara tersebut. 

Permasalahan mengenai nuklir Korea Utara dengan negara kawasan 

sudah berlangsung lama, tak terkecuali di luar kawasan, seperti dengan 

Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Presiden Amerika Serikat George W. 

Bush membuat pernyataan yang provokatif, yang menyatakan Korea Utara 

adalah “Axis of Evil” sama seperti Iraq dan Iran. Pernyataan ini muncul 

karena Irak dan Iran merupakan negara yang potensial untuk berkembangnya 

terorisme. Namun, dalam permasalahan mengenai nuklir Korea Utara, 

Amerika Serikat meresponnya secara berbeda. Dalam kebijakan luar 

negerinya itu Amerika Serikat menerapkan standar ganda. Saat di Irak, AS 

mengancam akan melakukan agresi militer jika Irak tidak segera mengakhiri 

program senjata pemusnah masalnya. Bahkan, yang mengherankan, meskipun 

tim inspeksi PBB telah selesai menjalankan tugasnya di Irak, dan ternyata tak 

terbukti Irak mengembangkan senjata nuklirnya, AS menyatakan akan tetap 

menyerang Irak. Sementara terhadap Korea Utara, sikap Amerika Serikat 

ternyata lebih lunak. Amerika Serikat menginginkan penyelesaian damai 

melalui jalur diplomasi dan tidak akan menyerang Korea Utara. Kalaupun 

Korea Utara membangkang, Amerika Serikat hanya akan mengancam dengan 

memberikan tekanan atau sanksi ekonomi.
21

 Sementara itu, kebijakan 

pemerintahan Bush salah satunya adalah memerangi terorisme internasional. 

Guna memerangi hal tersebut Amerika Serikat akan menyerang terlebih 

                                                           
 

21
 Donna Juliarti Simanjuntak, Standar Ganda Kebijakan AS Terhadap Irak dan Korea 

Utara Atas Upaya Pengembangan Senjata Nuklir, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 

5 No. 19 Tahun 2003, hlm. 1.  
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dahulu (Pre emptive strike) dan tidak menunggu adanya ancaman. Presiden 

Bush pada pidatonya di West Point tanggal 1 Juni 2002 telah menyatakan 

akan menerapkan doktrin Pre emptive strike sebagai salah satu opsi, 

khususnya negara-negara teroris yang menggunakan senjata pemusnah 

massal.
22

  

Kini Korea Utara merupakan salah satu negara yang melakukan 

perkembangan senjata nuklir dan juga negara ke-9 dalam jajaran pemilik 

senjata nuklir di dunia setelah Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, 

China, India, Pakistan dan Israel.
23

 Sebenarnya nuklir Korea Utara 

merupakan bagian dari ketegangan baru dunia pasca Perang Dingin. Korea 

Utara sebenarnya sudah menutup program nuklirnya sejak 1994 menurut 

perjanjian antara Korea Utara dan Amerika Serikat yaitu Agreed Framework 

di Geneva yang memaksa Korea Utara untuk membekukan nuklirnya, namun 

Korea Utara kembali memperkuat diri pada 2002 akibat provokasi AS. 

Pemicunya adalah pernyataan Presiden George W. Bush bahwa Korea Utara 

bersama Iran dan Iraq adalah “Axis of Evil” atau poros setan dan juga sebagai 

“Sponsor Terorisme”.
24

 Di kawasan Asia Timur dan Semenanjung Korea 

tantangan-tantangan keamanan dan ekonomi politik masuk dalam daftar 

peringkat atas, utamanya adalah masalah ancaman senjata nuklir dan senjata-

senjata pemusnah massal dari Korea Utara.
25

  

                                                           
 

22
 Laporan Operasional Tahunan, Kedutaan Besar R.I. Washington D.C, 2002, hlm. 11. 

 
23

 Dunia Dibuat Panik Oleh Korut”, Harian Kompas, Jakarta 12 Oktober 2006.hlm. 8 

 
24

 Dunia Dalam Ancaman”, Harian Kompas, Jakarta 11 Oktober 2006, hlm. 8 

 
25

 Kil Jeong - Woo “Menjawab Tantangan di Semenanjung Korea”, Kompas 02 Juni 

2004 dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/02/opini/1056776/ Diakses 15 Juni 

2019. 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/02/opini/1056776/
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Nuklir milik Korea Utara merupakan sebuah ancaman, karena terkait 

ujicoba peluncurannya serta adanya indikasi Korea Utara untuk perang 

terbuka. Seharusnya, instrumen pengembangan nuklir Korea Utara untuk 

perdamaian dunia. Hal tersebut termuat dalam statuta IAEA tahun 1957 pasal 

2 Objectives (tujuan) , menjelaskan, yang artinya “Agen (istilah untuk IAEA) 

berkewajiban untuk mempercepat dan memperbesar kontribusi tenaga atom 

ke arah perdamaian, kesehatan dan kemakmuran keseluruh dunia, serta 

memberikan jaminan atau kepastian, bahwa setiap negara yang 

mengembangkan energi nuklir tersebut dibawah kendali IAEA dan tidak 

untuk dipergunakan untuk keperluan militer”.
26

 

Saat ini krisis nuklir di Korea Utara sedang ditangani oleh PBB. PBB 

merupakan organisasi internasional yang salah satu tujuan utamanya adalah 

menciptakan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 1 

Piagam PBB 1945.
27

 Ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh DK PBB dalam 

melaksanakan tugasnya agar permasalahan tidak berkembang menjadi suatu 

konflik yang semakin serius. Ketentuan tersebut salah satunya tercantum 

dalam Pasal 24 ayat (1) Bab V Piagam PBB, dalam pasal tersebut dijelaskan 

mengenai fungsi dan kekuasaan dari Dewan Keamanan PBB, serta dalam Bab 

VII mengatur tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman terhadap 

perdamaian dan keamanan. Dimana instrumen hukum tersebut harus dipatuhi 

dan dijalankan oleh DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara. 

                                                           
 

26
 Article II : Objectives, Statuta International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 

1957. 

 
27

 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), hlm. 95. 
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Dari uraian di atas, dengan adanya pengembangan nuklir yang 

dilakukan oleh Korea Utara dalam hal ini mendapat reaksi keras dari dunia 

internasional tak terkecuali PBB sendiri, maka penulis ingin meneliti tentang 

Pandangan hukum Internasional dan hukum Islam Terhadap Kasus Senjata 

Nuklir di Korea Utara dengan menggunakan sudut pandang teori Perserikatan 

Bangsa-Bangsa terutama pada pasal-pasal yang termuat dalam Bab VII, 

kemudian diliat dalam resolusi konflik dan Pandangan Islam terkait nuklir.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :  

1. Apakah tindakan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara sudah 

sesuai dengan piagam PBB? 

2. Bagaimana penyelesaian kasus nuklir Korea Utara ?  

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait nuklir ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Untuk menjelaskan, mengetahui, menganalisis upaya yang 

dilaksanakan PBB terhadap krisis di Korea Utara kaitannya dengan 

perdamaian dunia serta kemaslahatan bagi masyarakat Internasional. 

2. Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu :  
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a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang 

hukum Internasional khususnya tentang krisis nuklir di Korea Utara.  

b. Menjadikan evaluasi bagi semua pemimpin negara pada umumnya 

dalam menjalankan kebijakannya.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti 

yang akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis 

ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik 

ini. Sesekali terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, jurnal, 

penelitian berupa skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki 

kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Namun, setidaknya penyusun 

akan menggunakan referensi yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang bisa 

dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai berikut :  

Pertama, tesis Diansari Solihah Amini tentang “ Pengembangan 

Nuklir Korea Utara di Tengah Permasalahan Domestik dan Tekanan 

Internasional “.
28

 Tesis ini membahas tentang Korea Utara mengembangkan 

nuklir pada awal tahun 1960-an dengan bantuan Uni Soviet. Pada tahun 1980-

an, Korea Utara mulai mengembangkan nuklirnya sendiri. Pasca Perang 

Dingin, Korea Utara mengalami kondisi ekonomi yang memburuk 

diakibatkan oleh kekalahan Uni Soviet yang berdampak pada penghentian 

bantuan energi yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Hal tersebut 

                                                           
 

28
 Diansari Solihah Amini,”Pengembangan Nuklir Korea Utara di Tengah Permasalahan 

Domestik dan Internasional”, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah  

Mada, (Tahun 2013). 
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mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan domestik antara lain 

ketidakmampuan negara untuk menjalankan industri yang mengakibatkan 

kemiskinan dan kelaparan. Situasi ini diperparah dengan adanya serangkaian 

bencana alam yang melanda Korea Utara. Namun hal itu tidak mengurangi 

ambisinya untuk tetap mengembangkan nuklir. Hingga pada tahun 2006 dan 

2009 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi bagi Korea Utara 

menyusul ujicoba nuklir yang dilakukan oleh negara tersebut. Resolusi ini 

berisi pelarangan pengembangan nuklir, pelarangan pengiriman bahan – 

bahan nuklir baik dari Korea Utara maupun menuju Korea Utara, disertai juga 

dengan sanksi embargo senjata dan ekonomi. Resolusi tersebut tidak mampu 

menggentarkan Korea Utara dalam hal kepemilikan nuklir karena hingga saat 

ini Korea Utara tidak menunjukkan keseriusan dalam menghentikan program 

nuklirnya. Alasan Korea Utara mengembangkan nuklir yaitu sebagai 

kekuatan penangkal/ deterrence, stabilitas rezim, dan implementasi ideologi 

Juche dan Shongun Chongchi (military-first) yang dianut. Selain itu, program 

pengembangan nuklir juga merupakan sebuah strategi sebagai alat bargaining 

dalam tahapan diplomasi bagi pencapaian kepentingan Korea Utara. Berbeda 

dengan tesis di atas, karena dalam tesis ini penulis akan membahas tentang 

Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata 

Nuklir di Korea Utara.  

Kedua, tesis Adibrata Iriansyah  tentang “Analisis Kebijakan Korea 

Utara Dalam Merespon Masuknya Korean Wave di Korea Utara”. Tesis ini 

membahas tentang Korean Wave yang merupakan ujung tombak Korea 
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Selatan untuk melakukan diplomasi kebudayaan di berbagai negara. Melihat 

keadaan Korea Utara yang sangat tertutup karena ideologi Juche nya dan 

keadaan di semenanjung Korea yang merupakan konflik antara Korea Utara 

dan Korea Selatan, Korea Utara memberlakukan kebijakan untuk mencegah 

masuknya Korean Wave ke Korea Utara. Pemerintah Korea Utara 

mengeluarkan kebijakan untuk menghukum mati bagi warga negaranya yang 

terbukti ataupun ketahuan mengakses Korean Wave. Tapi dalam 

kenyataannya, masih banyak masyarakat Korea Utara yang masih mengakses 

Korean Wave dan bahkan membelot dari Korea Utara karena terbuka 

pemikirannya setelah menonton drama Korea Selatan.
29

 Berbeda dengan tesis 

di atas, karena dalam tesis ini penulis akan membahas tentang Pandangan 

Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di 

Korea Utara. 

Ketiga, tesis Uni Claritha Cendrawati Warembai tentang “Kebijakan 

Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara”. Tesis 

ini membahas tentang kasus Amerika Serikat dan Korea Utara yang sepakat 

untuk duduk di kursi berbicara dengan apa yang disebut "pembicaraan enam-

pihak", karena selain Amerika Serikat dan Korea Utara, pembicaraan juga 

dengan China, Rusia, Korea Selatan, dan Jepang. Pembangunan reaktor light 

water, dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Amerika Serikat 

dengan Korea Utara pada tahun 1994, bahwa AS akan membangun dua 

reaktor air ringan sebagai bantuan energi oleh Amerika Serikat terhadap 
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 Adibrata Iriansyah,” Analisis Kebijakan Korea Utara Dalam Merespon Korean Wave di 

Korea Utara”, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, (Tahun 

2016).  
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penutupan reaktor nuklir Korea Utara di Yongbyon. Meskipun demikian, 

konflik antara Amerika Serikat kembali kembali dengan Korea Utara di mana 

Korea Utara yang mengaktifkan kembali program senjata nuklirnya karena 

kecewa dengan keputusan AS, yang membatalkan pembangunan reaktor light 

water dianggap oleh Korea Utara sebagai inti dari konsesi oleh Amerika 

Serikat atas penutupan program nuklir Korea Utara. Kendatipun demikian, 

Amerika Serikat melalui utusannya, tetap mengupayakan diplomasi damai.
30

 

Berbeda dengan tesis di atas, karena dalam tesis ini penulis akan membahas 

tentang Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus 

Senjata Nuklir di Korea Utara. 

Keempat, jurnal Rismala Septia tentang “Respon Amerika Serikat 

Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara di Bawah Pemerintahan Kim Jong 

Un”. Jurnal ini membahas tentang Sejak berakhirnya Perang Korea, Korea 

Utara telah mencoba mengembangkan senjata nuklir dan uji coba rudal. 

Berbagai negosiasi telah dilakukan untuk mencegah pembangunan, namun 

upaya ini tidak pernah berhasil. Kim Jong Un sebagai komandan baru Korea 

Utara telah terus melakukan uji coba nuklir negara tersebut serta faktor-faktor 

yang menyebabkan pembangunan nuklir Korea Utara dan konsekuensinya 

bagi situasi keamanan Amerika Serikat
31
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 Uni Claritha Cendrawati Warembai,”Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap 

Masalah Nuklir Korea Utara”, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah 

Mada, (Tahun 2014). 
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 Rismala Septia, “Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara Di 

Bawah Pemerintahan Kim Jong Un”, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Riau FISIP Vol. 2 No. 1, (Tahun 2015). 
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Kelima, buku A Yagaswara Dkk tentang “Kim Jong Un: Si Gila 

Dengan Nuklir di Tangannya”. Buku ini membahas tentang sejarah Korea 

sejak zaman kekaisaran hingga masa pendudukan Jepang, perang Korea yang 

membelah Semenanjung Korea menjadi dua negara, riwayat Kim Il-sung dan 

Kim Jong-il, sepak terjang Kim Jong-Un dengan segala pemberitaan 

kegilaannya, juga pendapat para ahli mengenai ramalan pecahnya Perang 

Korea jilid 2, yang bisa memicu Perang Dunia III atau Perang Nuklir.
32

 

E. Kerangka Teoritik 

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini 

adalah teori Hukum Internasional, Resolusi Konflik serta Pandangan Hukum 

Islam tentang nuklir. 

1. Hukum Internasional 

Hukum internasional dalam perkembangannya bergerak secara 

dinamis sesuai dengan interaksi masyarakat internasional. Dalam 

perkembangan hukum internasional telah melahirkan suatu organisasi 

internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga yang 

lahir 24 Oktober 1945 di San Fransisco merupakan organisasi 

internasional yang sangat dominan dalam halnya menjaga perdamaian dan 

keamanan internasional. Organisasi internasional diakui sebagai subyek 

hukum internasional berdasarkan Advisory Opinion
33

 Mahkamah 
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 A Yagaswara Dkk, Kim Jong Un: Si Gila Dengan Nuklir Di Tangannya, (Yogyakarta: 
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 Advisory Opinion merupakan kewenangan dari Mahkamah Internasional untuk 

memberikan pendapat hukum atas suatu permasalahan hukum yang dihadapi.  
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Internasional berkaitan dengan status PBB.
34

 PBB telah meletakkan 

framework pada konstitusionalnya yaitu Piagam dengan tekad semua 

anggota PBB menghindari terulangnya ancaman perang yang pernah dua 

kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia.
35

  

PBB memiliki enam organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan 

Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah 

Internasional, dan Sekretaris Jenderal. Organ utama PBB yang mendapat 

mandat untuk menjalankan perdamaian dan keamanan internasional adalah 

Dewan Keamanan. Mandat tersebut terdapat pada pasal 24 Piagam PBB 

yang menetapkan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif, 

maka negara-negara anggota menyerahkan kepada Dewan Keamanan, 

tanggung jawab yang utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional, dan menyetujui bahwa Dewan Keamanan bertindak atas 

nama-nama negara anggota PBB. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, 

Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan didirikannya PBB. 

Adapun tanggung jawab Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab 

VI dan Bab VII Piagam PBB adalah menyelesaikan perselisihan dengan 

cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas persetujuan 

sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan, menentukan 

adanya ancaman perdamaian dan tindakan agresi serta mengambil 

tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian. Dalam sistem PBB, 

organ utama seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan dapat 
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 Moh. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional Edisi Pertama, (Yogyakarta: 
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mengeluarkan resolusi yang masing-masing organ memiliki sifat resolusi 

yang berbeda. Resolusi Majelis Umum ada yang bersifat rekomendatif 

namun ada pula yang bersifat mengikat seperti resolusi mengenai 

penerimaan anggota PBB, sedangkan resolusi Dewan Keamanan memiliki 

kekuatan mengikat (legally binding) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

25 Piagam PBB. Kemudian kekuatan mengikat Resolusi Dewan 

Keamanan PBB diperluas dengan ketentuan Pasal 2 ayat (6) yang 

menetapkan bahwa resolusi Dewan Keamanan selain mengikat negara 

anggota juga non anggota, mengikat bagi non anggota jika resolusi berisi 

aturan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
36

 

2. Resolusi Konflik 

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian 

masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan 

kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan 

institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.
37

 Konflik 

dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa 

disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, 

etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun 

pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat dikhiri. Dalam 

setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat 

saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. 

Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi 
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 “Resolusi Konflik” terdapat di  http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhtm, 

akses 24 November 2019.  
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dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi 

Regional bahkan Organisasi Internasional. 

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik 

yaitu:
38

  

a) Peacekeeping, merupakan proses menghentikan atau 

mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang 

menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. 

b) Peacemaking, merupakan proses yang tujuannya 

mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan stategi 

dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi 

terutama pada level elit atau pimpinan. 

c) Peacebuilding, merupakan proses implementasi perubahan atau 

rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya 

perdamaian yang langgeng.  

3. Pandangan Nuklir dalam Hukum Islam 

Di tengah negara berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklir, 

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei justru melarangnya. 

Dalam pidatonya kepada sekelompok akademisi, Khamenei menerangkan 

bisa saja Teheran menciptakan senjata pemusnah massal tersebut. Dalam 

hukum Islam hal yang berlebihan sangat btidak dianjurkan, termasuk 

mengembangkan senjata nuklir. Menciptakan dan menyimpannya saja 

sudah salah, kemudian menggunakannya adalah haram. Khamenei berujar 
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jika mereka mempunyai senjata nuklir, maka mereka tidak akan bisa 

menggunakannya dimanapun, jadi secara hukum Islam itu haram.
39

 

Ayatollah Ali Khamenei berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak 

bermaksud membuat bom atom dan menggunakan nuklirnya untuk energi 

medis dan energi bersih.  

F. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah 

tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang 

dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode 

tertentu.
40

 Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan 

metode sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam tesis ini merupakan jenis penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber-sumber 

informasi dan datanya dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun 

di tempat lainnya yang ada kaitan atau relevansinya dengan krisis di Korea 

Utara.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif adalah penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang 
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berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
41

 Deskriptif analisis artinya 

setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, kemudian 

diklasifikasi, digambarkan, dijelaskan, diuraikan dan memaparkan fakta yang 

ditemukan serta dilakukan analisa permasalahan secara mendalam dan 

komprehensif sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.
42

 

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa Pandangan Hukum Internasional 

dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara dengan 

menganalisa tindakan yang dilakukan PBB dengan berpedoman pada statuta 

internasional dan pandangan nuklir dalam Hukum Islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-

normatif (Statute Approach)
43

, karena fokus kajian ini adalah Pandangan 

Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di 

Korea Utara dengan fokus kajian pada pasal yang termuat dalam Bab VII 

khususnya tentang menjaga kemanan dan perdamaian dunia, resolusi konflik 

nuklir Korea Utara dan Paradigma Hukum Islam terkait nuklir. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan 

sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-

data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran 
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penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut :  

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya, yakni 

Piagam PBB, Perjanjian Internasional, Hukum Islam. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas 

buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang 

berpengaruh, jurnal-jurnal tentang Korea Utara maupun PBB 

yang erat kaitannya dengan topik penelitian.  

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kasus hukum, ensiklopedia, 

dan lain-lain.
44

 

5. Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.
45

 

Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian 

diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang telah 

diperoleh disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam 

menganalisis Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhaddap 

Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara, khususnya mengenai tentang menjaga 

keamanan dan perdamaian dunia, resolusi konflik serta pandangan islam 

terkait nuklir.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan 

penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut :  

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik 

dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana 

penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan 

dan teori yang digunakan. Bab kedua membahas tentang Kewenangan Dewan 

Keamanan PBB, Resolusi Konflik dan Pandangan Islam tentang Nuklir. 

Kemudian ketiga teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat 

persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.  

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Korea Utara, 

selanjutnya mengenai perkembangan nuklir dari awal pembentukannya, 

proses kebijakannya serta peran PBB dalam menangani nuklir Korea Utara. 

kemudian respon Negara-negara yang tergabung dalam Six Party Talks 

sehingga dapat ditemukan persoalan yang dihadapi Korea Utara. Bab 

keempat berisi tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab 

sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan 

masalah. Bab kelima merupakan bab penutup dari tesis ini yang didalamnya 

berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari data dan analisis yang dipaparkan dalam BAB sebelumnya, maka 

penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan yang dilakukan DK PBB dalam menangani nuklir Korea 

Utara dengan mengacu pada Bab VII piagam PBB sebagai landasan 

hukum sudah sesuai, lewat masukan dari IAEA dengan berpijak pada 

Pasal 39, DK PBB menganggap adanya sebuah ancaman terkait 

peluncuran nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Kemudian, DK 

PBB menindaklanjutinya. Selanjutnya, menurut pasal 41, DK PBB 

mengambil tindakan dengan memberikan resolusi terkait ujicoba 

nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara karena menyebabkan adanya 

ketegangan di kawasan Semenanjung Korea, pengambilan 

keputusannya pun dilakukan secara sah. Jika melihat ujicoba nuklir 

yang dilakukan oleh Korea Utara, bahwa yang dilakukan oleh Korea 

Utara hanya untuk menjamin keamanan dan kedaulatan nasionalnya. 

Hal ini sesuai dalam Pasal 51 di mana hak untuk membela diri secara 

individu maupun kolektif terhadap suatu serangan bersenjata adalah 

hak yang melekat pada setiap negara. Kemudian jika dilihat dari 
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legitimasinya DK PBB dalam memberikan resolusi kepada Korea 

Utara tidak mempunyai semangat kolegalitas ataupun dalam 

mengambil sebuah keputusan yang termaktub dalam Bab VII tidak 

memenuhi unsur-unsur keadilan, seperti mulai kasus Saddam Husein 

di Irak hingga konflik Palestina-Israel yang sampai saat ini belum 

berakhir dan tentunya hal ini dipertanyakan khususnya mengenai 

keabsahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya 

masalah nuklir Korea Utara merupakan inisiasi dari Amerika Serikat 

dengan melakukan hak veto melalui forum Dewan Keamanan PBB 

sehingga Korea Utara dijatuhi sanksi berupa resolusi. Permasalahan 

nuklir Korea Utara di kawasan tentunya akan menjadi masalah 

kepentingan (interest), kekuatan (power) dan dominasi (dominance) 

oleh negara-negara tertentu. Persepsi Dewan Keamanan PBB yang 

menganggap adanya ancaman bagi keamanan internasional yang 

dikampanyekan oleh Amerika Serikat belum terbukti. Hingga saat ini 

faktanya ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara belum 

menelan korban jiwa.    

2. Dalam penyelesaian nuklir Korea Utara, DK PBB melakukan 

intervensi perdamaian, yakni Menciptakan Perdamaian 

(peacemaking), dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana karena 

persoalan nuklir Korea Utara ini tidak ada intervensi militer untuk 

mengakhiri persoalan nuklir tersebut, serta masih mengalami 

Deadlock. Kemudian, menjaga perdamaian (peacekeeping), melalui 
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pihak ketiga yakni DK PBB. Dalam hal ini DK PBB sudah 

mengupayakan rekonsiliasi melalui perundingan Six Party Talks, 

kemudian adanya upaya pertemuan antara Amerika Serikat (anggota 

tetap DK PBB) melalui presiden Donald Trump dengan Presiden 

Korea Utara, Kim Jong Un yang sudah berlangsung tiga kali. 

Walaupun belum menemukan titik terang namun dalam hal ini sudah 

adanya keinginan untuk menghentikan ataupun mengurangi aktivitas 

pengembangan nuklir Korea Utara. Selanjutnya, menggalang 

perdamaian (peacebuilding), dikaitkan dengan konflik Semenanjung 

Korea, sepertinya kata sepakat menjadi lebih sulit dikarenakan situasi 

yang tidak kooperatif. Implementasi resolusi-resolusi yang diberikan 

oleh DK PBB sangatlah kurang dan beberapa negara masih kurang 

tegas dalam pelaksanaan isi resolusi tersebut, serta adanya negara-

negara yang masih memiliki kepentingan dalam berlangsungnya 

denuklirisasi.   

3. Fatwa Ayatollah Ali Khamenei menganggap penggunaan senjata 

nuklir dan kimia sebagai dosa besar dan tidak bisa dimaafkan. Dengan 

mengangkat slogan "Timur Tengah bebas dari senjata nuklir". Slogan 

ini tidak berarti melepaskan hak untuk menggunakan energi nuklir 

secara damai dan produksi bahan bakar nuklir. Penggunaan energi 

nuklir secara damai adalah hak semua negara sesuai dengan aturan 

hukum internasional. Semua negara harus dapat menggunakan energi 

bersih ini untuk keperluan vital di negara dan untuk rakyat. Mereka 
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tidak perlu bergantung pada orang lain dalam menggunakan hak ini. 

Ayatollah Ali Khamenai tidak pernah mencari senjata nuklir dan akan 

menyerahkan hak rakyatnya untuk menggunakan energi nuklir secara 

damai. Dalam motto nya "Energi nuklir untuk semua, senjata nuklir 

untuk siapa pun". Dapat dikatakan bahwa energi nuklir bebas dimiliki 

negara manapun asalkan sesuai untuk kebutuhan dan memberikan 

mashlahat bagi umat manusia serta tidak melanggar ketentuan dalam 

hukum Islam.  

B. Saran 

1. Pemerintah Korea Utara sejatinya mematuhi resolusi dan tidak kembali 

mengaktivasi maupun mengembangkan nuklir untuk memancing amarah 

masyarakat Internasional termasuk PBB. 

2. Pengembangan nuklir sebaiknya dilakukan untuk kemashlahatan umat 

dengan memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa dan negara Korea 

Utara serta untuk perdamaian Internasional.  

3. Dewan Keamanan PBB dalam mengambil keputusan seharusnya 

melibatkan seluruh anggotanya untuk berkonsultasi dengan negara 

penerima keputusan. 

4. Perlu adanya reformasi untuk keanggotaan tetap DK PBB dari kawasan 

Asia, Afrika hingga Amerika Latin (Amerika Selatan)  

5. Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari 

penelitian yang berjudul Pandangan Hukum Internasional dan Hukum 

Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara ini masih sangat 
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jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan 

tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat tesis ini masih 

begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penulis juga 

masih terbatas pengalamannya. Sehingga tesis yang penulis hasilkan 

sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan 

dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki berbagai 

kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan 

dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia 

penelitian, serta dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya 

yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini. 
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BAB VII 

TINDAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANCAMAN 

PERDAMAIAN, PELANGGARAN PERDAMAIAN, DAN TINDAKAN 

AGRESI  

 

Pasal 39 

Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman 

terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan 

agresi dan untuk mcncegah betambah buruknya keadaan, Dewan 

Keamanan sebelum memberikan dan akan menganjurkan atau 

menteruskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 

41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan 

international. 

Pasal 40 

Untuk mencegah perkembangan situasi, Dewan Keamanan dapat, sebelum 

membuat rekomendasi atau memutus langkah-langkah diatur dalam Pasal 

39, memanggil para pihak bersangkutan untuk mematuhi tindakan 

sementara seperti yang dianggap perlu atau yang diinginkan tersebut, 

tindakan sementara haruslah tanpa mengurangi hak, klaim, atau posisi dari 

pihak yang bersangkutan. Dewan Koamaiian dengan seksama memberi 

perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap 

pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu. 

Pasal 41 

Dewan Keamanan dapat mcmutuskan tindakan-tindakan apa di luar 

pcnggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-

keputusannya dapat dijalankan. dan dapat meminta kepada Anggota-

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-

tindakan ini. Termasuk tindakan-tindakan memulai dengan pemutusan 

seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk 

hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alar-alat 

komunikasi lainnya. serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.  

Pasal 42 

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang 

ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak 

mcncukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan 

mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan 

untuk memelihara atau memulihkan perrdamaian serta keamanan 

international. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, 

blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan 

udara, laut atau darat dari Anggota-annggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
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Pasal 43 

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu 

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, meemberikan 

kesanggupnn untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan 

Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-

hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan 

keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan persetujuan-

persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus. 

2. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu 

menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi 

pada umumnya, dan sifat fasilitas dan bantuan yang akan diberikan. 

3. Persetujuan atau persetujuan-pcrsetujuan itu akan dibuat secepat 

mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan 

dibuat antara Dewan keamanan dan Anggota-anggota atau antara Dewan 

Keamanan dan kelompok-kelompok dan Anggota-anggota dan diratifikasi 

oleh negara-negara penandatangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan negara masing-masing. 

Pasal 44 

Ketika Dewan Keamanan telah memutuskan untuk menggunakan 

kekuatan, maka sebelum meminta kepada sesuatu Anggota yang 

tidak mempunyai wakil dalam Dewan Kemanan untuk menyediakan 

angkatan bersenjata guna merealisasi memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang ditetapkan dalam Pasal 43, Dewan Keamanan mengundang Anggota 

tersebut, apabila dikehendaki Anggota tersebut, untuk turut mengambil 

bagian dalam keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai 

pemakaian kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata Anggota itu.  

Pasal 45 

Untuk memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan-

tindakan militer yang mendesak, Anggota-anggota harus segera 

menyediakan satuan-satuan angkatan udara nasionalnya untuk mengambil 

tindakan pemaksaan militer international secara bersama. Kekuatan dan 

tingkat persiapaan dari satuan-satuan ini dan rencana untuk tindakan-

tindakan bersama akan ditetapkan, dalam batas waktu yang diteniukan 

dalam persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus seperti tcrcantum 

dalam Pasal 43, oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Stat 

Militer.  

Pasal 46 

Rencana-rencana untuk pemakaian angkatan bersenjata akan disusun oleh 

Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer.  

 

 

 

https://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa#Pasal_43
https://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa#Pasal_43


Pasal 47 

1. Komite Staf Militer dibentuk untuk memberikan nasehat dan bantuan 

kepada Dewan Keamanan guna menjawab semua persoalan berkaitan 

dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan international, 

penggelaran dan komando atas pasukan-pasukan yang ditempatkan 

dibawahnya, pengaturan pcrsenjataan dan perlucutan senjata yang 

mungkin perlu dilakukan. 

2. Komite Staf Militer terdiri atas Kepala-kepala Staf atau wakil-wakilnya 

dan Anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap Anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili secara tetap dalam 

Komite tersebut dapat diundang oleh Komite itu untuk menggabungkan 

diri apabila kewajiban Komite dalam pelaksanaan tanggung jawabnya 

memerlukan ikut sertanya anggota tersebut dalam pekerjaannya. 

3. Komiie Staf Militer bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan atas 

tuntutan strategik bagi suatu angkatan bersenjata yang ditempaikan 

dibawah pimpinan Dewan Keamanan. Masalah-masalah yang bertalian 

dengan komando kesatuan itu akan ditetapkan kemudian. 

4. Komite Staf Militer, atas kuasa dari Dewan Keamanan dan sesudah 

mengadakan konsultasi dengan badan-badan regional yang bersangkutan 

dapat membentuk sub komite setempat. 

Pasal 48 

1. Tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan 

Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian serta keamanan 

internasional dilakukan oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

atau oleh beberapa diantara mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan. 

2. Keputusan-keputusan demikian dilaksanakan oleh Anggota-anggota 

Perserikatan Bangsa-B8ngsa secara langsung dan melalui tindakan mereka 

dalam badan-badan international dimana mereka menjadi anggota. 

Pasal 49 

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bersama-sama 

mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan 

tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan. 

Pasal 50 

Jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap sesuatu 

negara telah diambil oleh Dewan Keamanan, maka negara lain, baik 

anggota maupun bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang 

menghadapi persoalan-persoalan ekonomi khusus yang timbul karena 

tindakan-tindakan tersebut, berhak meminta pertimbangan Dewan 

Keamanan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.  

 

 

 



Pasal 51 

Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak 

perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan 

bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan 

untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan- 

tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam mclaksanakan hak 

membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan 

dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan 

tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap 

waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau 

memulihkan perdamaian serta keamanan intemasional. 
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